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ABSTRAK 

 

Putusan hakim merupakan muara dari suatu sistem peradilan namun 

disparitas pidana masih seringkali terjadi di masyarakat. Hal inilah yang 

mendasari diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan juga pelaksanaan dari 

Perma tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang 

mencakup penelitian mengenai asas hukum, sistematika hukum yang ditelaah 

melalui peraturan perundang-undangan dan juga bersifat kualitatif yang 

menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan 

aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran penting dalam sistem 

peradilan pidana sebagai pelengkap guna mengisi kekosongan dan kekurangan 

hukum acara pada badan peradilan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur persoalan 

terkait pedoman pemidanaan. Kemudian dalam pelaksanaannya Hakim dapat 

mengikuti tahapan-tahapan sesuai yang tercantum dalam Perma.  
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